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MOTTO :

" Kejujuran Dan Keterbukaan Keduanya, ( Pembedi
dan Penjual ) Melahirkan Sualu Keberkahan,
Sebaliknya Apabila Berdusta Dan Mempunyéi Itikad
Jelek Mungkin Keduanya Akan Mendapat Untung,
Mungkin Juga Tidak, Yang Jelas Tidak Ada Berkah

Bagi Keduanya "

( Terjemahan H.R. Bukhori Juz 3, Halaman 83 )
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ABSTRAKSI

Era globalisasi saat ini merupakan suatu era atau zaman
dimana setiap segi kehidupan terus berkembang, Demikian halnya -
dengan segi atau bidang perdagangan, dimana adanya
perdagangan bebas telah memperluas ruang gerak arus transaksi
barang dan atau jasa, sehingga berakibat pada semakin
banyaknya barang dan atau jasa yang ditawarkan, dan semakin
bervariasinya kwantitas dan kwalitas barang dan atau jasa itu
sendiri.

Fenomena seperti ini bila ditinjau dari segi kemanfaatannya
tentulah akan berakibat semakin terbukanya kebebasan untuk -
memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa itu send.iﬁ,
namun bila ditinjau dari segi lain yaitu dari segi hukum maka ada
ketidakseimbangan antara kepentingan pelaku usaha yang selalu
berprinsip profit oriented dengan posisi konsumen itu sendiri yang
seharusnya ditempatkan seimbang, dalam arti kata hak - hak dari
konsumen itu sering terabaikan oleh pelaku usaha. Pihak
konsumen sering dijadikan obyek aktivitas bisnis oleh pelaku
usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar — besarnya.
Pelaku usaha sering melakukan promosi, penjualan atau
penerapan perjanjian standart yang merugikan konsumen.

Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan hukum
sering menambah lemahnya posisi konsumen, munculnya piranti
hukum yang kemudian disebut sebagai Undang - Undang Nomor 8
Tehun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan
dapat menjadi landasan atau dasar bagi konsumen dan lembaga
perlindungan konsumen agar dapat memberdayakan diri dan
melindungi kepentingannya, hak — haknya serta membuat pelaku
usaha lebih bertanggung jawab, yang kemudian pada akhirnya

bangsa Indonesia akan siap diera perdagangan bebas.

-

n
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Eksistensi Undang - Undang Perlindungan Konsumen ini (
UUPK ) tentunya telah memberi makna yang sangat berarti, yakni
antara hak dan kewajiban konsumen dengan hak dan kewajiban
pelaku usaha berjalan seimbang. Suatu pandangan yang kurang
bijaksana bila kehadiran Undang - Undang Perlindungan
Konsumen ini dianggap akan mematikan usaha para pelaku
usaha. Adanya Undang - Undang Perlindungan Konsumen justru
akan mendorong iklim berusaha yang sehat yang pada akhirnya
akan muncul perusahaan - perusahaan, usahawan - usahawan
yang tangguh, jujur dan bertanggung jawab yang mampu
menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa
yang lebih baik, lebih berkwalitas.

Rakyat Indonesia berharap, agar keberadaan Undang -
Undang Perlindungan Konsumen ini tidak hanya mampu
menciptakan iklim berusaha yang sehat bagi pelaku usaha, atau
juga konsumen yang dapat memberdayakan potensi dirinya,
namun lebih dari itu bahwa lahirnya Undang - Undang
Perlindungan Konsumen ini tidak hanya sebagai macan kertas saja
namun benar — benar dapat diterapkan. Instrumen pemaksa atau
penegakkan hukum atas nilai - nilai yang terkandung dalam
Undang - Undang Perlindungan Konsumen ini nantinya bila sudah
terbentuk baik secara fisik, juga sumber daya manusianya
haruslah benar — benar dapat dipertanggung jawabkan baik secara
hukum dan moral, seperti apa yang telah digariskan dalam Al

Qur’an dan Al Hadist.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian, pada
umumnya menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa
yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, di era globalisasi dan
perdagangan bebas saat ini yang didukung oleh kemajuan
teknologi serta informasi akan memperluas ruang gerak arus
barang dan jasa yang telah dan akan dihasilkan. Hal ini akan
‘memberi dampak pada semakin banyaknya variasi barang dan
atau jasa yang ditawarkan, baik yang berasal dari dalam maupun
luar negeri.

Kondisi yang demikian ini pada satu pihak mempunyai
manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan
barang dan atau jasa yang diiginkan dapat terpenuhi sertd
semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan
kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan
kemampuan konsumen.

Namun bila ditinjau dari sisi lain, kondisi dan fenbmena
tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha
dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada
pada posisi yang lemah. Hal ini dikarenakan, adanya rayuan
untuk membeli yang digencarkan melalui berbageai cara, promosi
besar - besaran, discount dan pembelian dengan sistem angsuran
dalam era globalisasi ini tidak dapat dihindarkan. Tingginya
intensitas hubungan pelaku usaha dengan konsumen disadari
atau tidak mengakibatkan kedudukan yang tidak seimbang
konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup

keuntungan yang sebesar - besarnya ( Profit Oriented ) oleh pelaku
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usaha melalui kiat - kiat promosi, cara penjualan serta penerapan
perjanjian standar yang merugikan konsumen. Disan ping itu
keberadaan instrumen pénega_kkan hek - hak konsumen setelah
lahirnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
sangatlah menarik perhatian penulis untuk diketengahkan dalam
suatu tulisan ( karya ilmiah ).

Berangkat dari fenomena seperti diatas mcmbuat penulis
tertarik untuk menulis suatu karva ilmiah dengan judul " Aspek
Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Barang dan atau Jasa (
Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen )
1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dikemukaken bebe-
rapa permasalahan, meliputi :

1) Apakah 1aakna perlindungan konsumen menurut Undang -
Undang Nomor & Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen ?

2) Bagaimanakah kesiapan aparat penegak hukum sebagai
instrumen penegakkan hak - hak konsumen menurut Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen ?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui:
1) Makna perlindungan konsumen itu sendiri menurut Undang - -
Undang Nomor & Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen.
2) Sampai sejauh mana kesiapan aparat penegak hukum
kaitannya dengan penegakkan hak - hak konsumen setelah

adanya Undang - Undang Perlindungan Konsumen ini ( UUPK
) ?
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1.4 Metodologi Penulisan
Metode ilmiah merupakan falitor penting untuk penulisan

yang bersifat ilmiah, untuk dapat mencapai suatu hasil yang
obyektif dalam penulisan suatu karya ilmiah ( skripsi.) maka
diperlukan suatu metode penulisan tertentu, karena hal itu
merupakan cara untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu penulis
menggunakan metodologi sebagai berikut :
1.4.1 Pendekatan masalah

Untuk menguraikan aspek 7yuridis dalam perh'ndunéan
konsumen terhadap barang dan atau jasa ditinjau dari UU No. 8
Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, penulis
menggunakan pendekatan masalah dengan menggunakan
pendekatan normatif empiris, yaitu.penu]is tidak hanya berusaha
mempelajari pasal demi pasal dan perundang - undangan,
pandangan atau pendapat para ahli dan menguraikannya dalam
skripsi ini, namun juga menggunakan bahan - bahan yang sifatnya
normatif dalam rangka mengolah dé.n menganalisis data - data
dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.
( Hilman Hadikusuma, 1995 ; 63)
1.4.2 Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Untuk mengolah dan mengumpulkan data dalam rangka
penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan
data studi kepustakaan dimana pengumpulan data yang diperoleh
melalui bahan - bahan kepustakaan, seperti peraturan
perundangan, hasil karya ilmiah, seminar, buku - buku literatur,
pendapat para sarjana hukum, kliping koran dan majalah. Serta

nthggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi,
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data agar penulis mendapatkan suatu kata yang digunakan antuk
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
1.4.3 Sumber Data
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua
sumber data yaitu : i
A) Sumber Data Primer
Dimana data dasar atau data asli yang dipercleh dari hasil
wawancara yang dilakukan Penulis deng&in staff YLKI, staff
Deperindag Jember dan staff Depkes Jember, yang hasilnya
diolah dan diuraikan dalam bentuk tulisan. ( Hilman
Hadikusuma, 1995 ; 65)
-B) Sumber Data Sekunder
Data yang diperoleh dengan menggunakan literatur { buku -
buku ), kliping koran, majalah serta peraturan perundangan
yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. ( Ronny Haaitijo -
Soemitro, 1988 ; 11) |
1.4.4 Analisa Data

Proses analisis data merupakan penemuan jawaban perta-
nyaan - pertanyaan perihal rumusan aan hal - hal yang diperoleh
dalam permasalah yang akan dibahas. Analisis data yang
dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah daeskriptif
kwalitatif yaitu metode penganalisaan dan pengolahan data guna
mendapatkan karya penulisan yang bersifat deskriptif dimana
suatu gejala dianalisis secara kwalitatif dengan cara
mendiskriptifkannya, agar mendapatkan gambaran yang lengkap
dan jelas tentang hal - hal yang berkaitan dengan permasalahan
yvang dikaji. |

Dasar penggunaan analisis kwalitatif karena penelitian ini
bersifat ~memberikan  keterangan atau  menggambarkan,

sedangkan dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode
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deduksi yaitu metode yang melakukan pembahasan yang bersifat
umum dari sumber kepustakaan dan hauil wawancara
disimpulkar: kebagian yang lebih bersifat khusus.

( Hilman Eadikusuma, 1995 : 13, 99)
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LAB I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

z.1 Fakta

Kasus posisi yang dapat penulis contohkan dalam bab ini adalah sebagai
berikut : T' "

1. Kesimpulan dari salah satu penelitian Yayasan Duta Awom (YDA)
Surakartz atas 24 merek obat nyamuk, menyatakan bahwa sebagian besar
obat nyanwk yang yang beredar di masyarakat mengandung bahan aktif yang
berbahaya bagl kesehatan. Ironisnya dari 70,8% produk obat nyamuk tidak
mencantumkan bahan aktif berbahaya tersebut dalam label kemasannya.
Diantara 24 merek obat nyamuk yang diteliti, 17 merek (70,8%) mengandung
bahar aktif seperti :

a) DDUP ( dichlorovynil dimethil phospat ),

b) Propoxuq dan

c) ILEET ( diethyltoluamide )
Melalui uji laboratorium yang dilakukan YDA di laboratorium Sucofindo,
diketahui, 33,3 % racun nyamuk yang diteliti ternyata mengandung bahan aktif
DDUP. Bahan ini, menurut WHO Grade Class, termasuk kelas I b, yang
artinya bahwa bahan berdaya racun tinggi. Sedangkan propaxur termasuk
dalam kategori kelas I (moderat) yang diketemukan pada sepertiga sample
yang diuji.
Kedua bahan aktif tersebut ; DDUP dan Propoxur, terdapat pada racun
nyamuk jenis aerosol, racun nyamuk cair dengan penyemprot, jenis pemanas
elektrik, maupun jenis mat. pada DEET, yang terkandung dalam sebagian
besar racun nyamuk oles.
Pelaku usaha sendiri sedikit yang mencantumkan bahan ini secara jelas i)ada
label. Masalahnya banyak konsumen yang dirugikan dengan adanya Trick
pelaku usaha ini, padahal dalam kandungan zat - zat seperti DDUP, Propexur,
dan DEET tergolong serius tingkat bahdyanya.
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a) DDUP (dichlorvos), merupakan zat berbahaya yang dapat merusak
sistern syaraf. Zat i bisa menyebabkan gangguan pernafasan dan
janiung, kanker dan serta berpengaruh buruk pada reproduksi.

b) Propoxur, merupakan kﬁsta.l putih yang sulit larut dalam air, jika
techirup atau terserap manugia, ia bisa membuat penglihatan kabur,
berkeringat berlebihan, pusing, sakit kepala dan badan terasa lemah,
serta menurunkan enzim yang berperan pada saraf transmisi, juga
berpengaruh pada hati dan reproduksi.

¢) DEET, berwama kuning dan tak larut dalam air merupakan :at yang
dapat menyebabkan iritasi pada kulit sensitif, berbahaya bagi kulit yang
luka, dan berbahaya bila terkena selaput lendir pada tubuh.

Sikap pelaku usaha yang tidak mencantumkan bahan berbahaya dan atau

mencantumkan namun tidak secara jelas, tampa adanya keterangan lebih
lanjut, jelas - jelas merugikan konsumen. Se[ﬁin dengan tidak mencantumkan
bahan berbahaya tersebut berarti melanggar /nternatioral Code Of Conduct

On The Lustribution And Use Of Pesticides pasal 10 juga melanggar hak

konsumen untuk memperoleh informasi yang benar atas produk yang

digunakan. ( Jawa Pos ; 5 Januari 1999 )

2. Larangan peredaran extraderm oleh Departemen Kesehatan Kabupaten Jember,
sangatlah membantu konsumen pemakai kosmetik pemutih wajah ini. Selama
ini konsumen pemakai kosmetik pemutih wajah extraderm khvsusnya
diwilayah Kab. Jember, telah dibohongi dengan adanya kosmetika perautih
wajah ini. Berdasarkan penelitian BPOM produk kecantikan ini justru
membahayakan kulit muka, karena kandungan zat pemutih yang ada dalam
label atan kemasannya ternyata lebih tinggi dari pencantumannya yaitn 2 %,
dalam pencantuman label tersebut ada indikasi bahwa penggunaan produk ini
dapat menghilangkan jerawat sampai ke akar- akarnya, menghilangkan flek -
flek dikulit muka, namun nyatanya pada pem<kaian yang agak lama malah
terdapat indikasi iritasi yang cukup serius bagi pemakai karena semakin tinggi
kandungan zat pemutih pada suati kosmetik maka akan sangat berbahaya
karena bisa mengakibatkan kanker kulit.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Fenomena ini sangatlah menyesatkan dan jelas - jelas merugikan konsumen
pemakai produk kosmetik pemutih wajah. ( Jawa Pos, 22 Jul1 1999 )

3. Seperti biasa pembagian susu ke sekolah - sekolah tingkat dasar (SD) secara
cuma - cuma, tentu sangatlah menggembirakan, hal im akan lain suasananya,
bila kegembiraan mendapatkan gratis susu siap minum ini menjaci suatu
peristiwa keracunan, adalah SDN III Banjar sugihan Kelurahan Banjar
Sugihan Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya, mengalami ‘muntah -
muntah, disertal pusing - pusing serta wajah pucat pasi, setzlah meminum susu
siap minum secara gratis yang diberikan oleh PT Ultra Jaya Milk Indonesia
yang saat itu kondisi produk susu yang diberikan memiliki rasa pahit dan
masam padahal produk susu siap minum yang diproduksi PT Ultra Jaya Milk
Indonesia ini telah mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam kemasan susu ini,
sampai tanggal 20 Oktober 2000. Namun siswa - siswa SDN III Banjar
Sugihan Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya
masih keracunan. Hal ini dimungkinkan adanya perilaku koensumen dalam hal
ini Guru, Kepala Sekolah, dan atau pihak penerimaan susu ini di SDN III
Banjar Sugihan yang kurang benar dalam penyimpanan produk susu ini,
diletakkan pada tempat yang lembab misalnya, atau bisa juga karena kwalitas
susu ini adalah susu sortiran, artinya dengan berbagai ketidaklayakannya
menyebabkan susu in1 cepat basi sebeium habis masa kadaluasanya.
Fenomena seperti inilah yang seharusnya kita cermati. ( Memorandum, 17
Februari 2000)

2.2 Dasar Hnkum

Dasar nukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
1) KUHP, Kkhususnya pada pasal 103 yang menyebutkan bahwa ;
Ketentuan - ketentuan dalam bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga
berlaku bagi perbuatan - perbuatan yang oleh ketentuan perundang -
undangan lainrya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undeng -

undaryg ditentukan lain.
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2) Undang - Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kerehatan, khususnya pada
Pasal 1 angka 1 jo Pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4
*3) Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perlindungan

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal perbuatan
memperlindungi. ( Depdikbud, 1988 : 526 )

Sedangkan pengertian perlindungan menurut UU No 8 Tahun 1979 Tentang
Perlindungan Konsumen adalah Segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen
merupakan sebuah tuntutan sekaligus tantangan bagi pelaku usaha agar kedepan para
pelaku usaha berupaya memperluas kejujuran dan tanggung Jawabnya menjalankan
usaha serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Dalam pei lindungan
konsumen tidak dapat lepas dari hak dan kewajiban konsumen yang harus diketahui
dan dipahami oleh konsumen yang bersangkutan dan Juga oleh pelaku usaha (
Seminar UU Perlindungan Konsumen, 4 Desember 1999 )

1.3.2 Pengertian Konsumen

Sekalipun umumnya masyarakat Indonesia sudah memahami siapa yang di-
maksudkan dengan konsumen, tetapi hukum positif Indonesia sampai tanggal 20
April 1999 belum mengenalnya Baik hukum positif warisan dari masa penjajahan
yang masih berlaku berdasarkan aturan Peralihan Pasal II Undang - Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maupun peraturan perundang
- undangan baru hasil karya bangsa Indonesia sendiri lainnya. Padahal kalau
diperhatikan sejak tahun 1978 Majelis Pemusyawaratan Rakyat, lembaga pemegang
kekuasaan tertinggi negara dan pelaksana kedaulatan rakyat (UUD 1945, Pasal 1
Ayat (2) dan penjelasannya) telah dengan tegas menetapkan adanya subjek hukum
yang disebut sebagai konsumen dalam ketetapan - ketetapannya

Fakia yang ada sampai saat ini adalah belum ada satu peraturan perundang-
undangan pun yang secara tegas menggunakan istilah konswnen ini. Kendala tidak

adanya peraturan perundang - undangan yang memuat kaidah - kaidah fentang
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konsumen, menimbulkan berbagai kesulitan dalam menentukan siapakah konsumen
itu, apakah hukum konsumen dan/atau apakah hukum perlindungan konsumen, serta
ruang lingkup hukum konsumen dan/atan hukum perlindungan konsumen. ( A.Z
Nasution, 1999:1-3)

Pandangan yang ada pada masyarakat umum, konsumen diartikan sebagai
pembeli, penyewa, nasabah lembaga jasa perbankan atau asuransi, penumpang
angkutan umum atau pada pokoknya langganan dari para pengusaha

Sebenarnya kata konsumen sebagai alih bahasa dari consumer ( Inggris - A
merika ), consument/ konsument ( Belanda ), dapat diartikan secara harfiah adalah
seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau setiap oran-g yang
menggunakan barang atan jasa. Tentunya pengertian dari consumer atau consument
itu tergantung dalam posisi mana ia berada. ( John. M. Echols dan Hasan Sadily,
1986 : 124 )

Menurut A.Z. Nasution yang memberikan batasan tersendiri tentang konsu-
men, menyatakan bahwa konsumen adalah ; Setiap orang yang mendapatkan
barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup pribadi, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk
keperluan komersial. (1995 :4)

Batasan pengertian konsumen dari Yayasan Lembagu Konsumen Indonesia (
YLKI Jakarta ) menyatakan :

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan
tidak untuk diperdagangkan kembali.

Sedangkan pengertian Konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah Setiap orang pemakai baran g den atau
Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhink hidup lain  dan  tidak untuk

diperdagangkan.
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2.3.3 Pengertian Barang ~ _ Dan/Atau Jasa

Keveradaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Fonsumen tidaklah
dapat lepas dari beberapa pengcriiml - pengertian tentang ketentuan - ketentuan
urnum yang digunakan dalam penyusunan undang - undang tersebut.

Penggunaan istilah - istilah, kata - kata dalam UU No. 8 Tahun 1999, ham-
pir dapat diistilahkan sama dengan istilah - istilah dalam ekonomi. Semisal,
pengertian tentang barang dan atau jasa.

Menurut UU No.8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengertian barang dan
atau jasa yaitu ,
Barang adalah : Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik

bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan manpun tidak
dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan, atan dimanfaatkan oleh konsumen
Jasa adalah : Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan aiau prestasi yang d'sedla-
kan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Makna Perlindungan Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen
. Kebutuhan akan Undang - undang Perlindungan Konsu-
men telah puluhan tahun diperjuangkan oleh berbagai kalangan,
diantaranya oleh LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ), ilmuwan,
konsumen sendiri dan semua pihak yang bersimpati akan nasib
konsumen. Setidaknya mulai dibahas ( masalah perlindungan
konsumen ) sejak tahun 1975, diantaranya ( di Indonesia ) :
1. Pada seminar masalah perlindungan konsumen ( PSHD - UI -
1975) |
2. Peneliian masalahh perlindungan konsumen ( Tim BPHN,
1979)
3. Penyusun naskah akademis RUU Perlindungan Konsumen (
BPHN, 1980 )
4. Penyusunan RUU Perlindungan Konsumen ( Sumbangsih -
YLKI, 1981 )
S. Penyusunan RUU Perlindungan Konsumen ( FH-UI dan
Depperdag, 1992)
6. RUU Perlindungan Konsumen ( Deperindag, 1997 )

7. RUU Perlindungan Konsumen ( usul inisiatif DPR-RI,
Desember 1998 )

( Arimbi Heroepoetri, 1999 :10)

Posisi konsumen di Indonesia belumlah mendapatkan
penghargaan yang layak, seringkali konsumen mengalami
kerugian karena kelalaian, kecerobohan, ketidaktahuan serta
itikad tidak baik pelaku usaha dalam memproduksi barang dan

atau jasa.

12
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Faktor inilah yang menjadi salah satu dasar diterbitkannya
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, agar ada
dasar hukum yang jelas dalam usaha melindungi kepentingan
konsumen.

Pada bab ini penulis akan membatasi pembahasan ltentang
makna perlindungan konsumen tehadap barang saja, karena
menurut pendapat penulis barang merupakan suatu hal yang
nyata dampaknya utamanya bagi konsumen yang merasa
dirugikan, sedangkan perlindungan konsumen terhadap jasa
kadang masih dianggap subyektif penilaiannya khususnya kreteria
atau penggolongan bentuk kepuasan atas penggunaan, pemakaian
jasa tersebut. Penilaian konsumen pengguna suatu jasa kadang
berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya.

Perlindungan konsumen terhadap barang, dalam hal ini
penulis nienggunakan contoh dalam kasus pemakaian kosmetika
pemutih exiraderm ( contoh fakta kasus ), yang pada akhirnya
dilarang reredarannya oleh Departemen Kesehatan Kabupaten
Jember karena berdasarkan penelitian BPOM ( Badan Pengawas
Obat dan Makanan ) pada produk kecantikan pemutih wajah (
ekstraderm ) mengandung zat pemutih dengan prosentase lebih
tinggi dari pencantuman dalam kemasan pemutih ekstraderm. (
mengmldung Tretionin ( AS. retinoat / Retinoic Acit dan
Hidrokinan dengan kadar lebih dari 1% ))

Kasus ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyak
kasus yang mengesampingkan hak - hak konsumen, hak
konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan atas barang yang dikonsumsi, juga hak atas
kenyameanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

suatu barang serta hak konsumen untuk memilih barang,
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mendapatkan barang sesual dengan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan, menjadi tidak terpenuhi.

Adanya piranti hukum yang kemudian disebut sebagai UU
NO. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini
diharapkan dapat menjadi landasan atau dasar bagi konsumen
dan lembaga perlindungan konsumen agar dapat memberdayakan
diri dan melindungi kepentingannya, hak — haknya serta membuat
pelaku usaha lebih bertanggung jawab, yang kemudian pada
akhimya akan siap di era perdagangan bebas, seperti yang telah
diatur dalam ketentuan atau aturan pada pasal 2 jo pasal 3 jo
penjelasan pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungén
Konsumen.

Eksistensi UU Perlindungan Konsumen ini tentunya
membawa angin segar khususnya bagi konsumen, dimana antara
hak dan kewajiban konsumen dengan hak dan kewajiban pelaku
usaha berjalan seimbang. Hal ini dapat dicermati pada pasal 4
sampai dengan pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, yaitu :

Hak konsumen ( Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 ), Meliputi :

1. Hak atas kenyaman, Kamanan dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Barang atau jasa harus diproduksi sedemikian rupa, sehingga
apabila digunakan pada kondisi normal atau kondisi vang
wajar, tidak menimbulkan kerugian kesehatan dan ke: manan
pada konsumen. .

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapafkan
barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Salah satu faktor dominan yang menempatkan konsumen

dalam posisi yang lemah, adalah belum adanya kesadaran
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konsumen akan hak - haknya konsumen masih berprinsip

nrimo ( pasrah ) dengan keadaanya, namun demikian adanya

kesadaran konsumen tidak otomatis menempatkan konsumen
dalam posisi yang kuat, harus ada juga umpan balik, campur
tangan dari pemerintah dan instansi terkait,

. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
Konsumen harus mendapatkan informasi mengenai suatu
produk, agar dapat memenuhi perannya c¢ebagai pelaku
ekonomi [/ pasar yang bertanggung-jawah. Sarananya, meliputi
hak atas informasi tentang diskripsinya barang, menyvangkut
harga dan kualittas / kandungan suatu produk.

. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang

dan/ atau jasa yang digunakar.
Selama ini pendapat dan atau kebanyakan klaim ( keluhan )
dari konsumen sering diabaikan, bahkan malah sering ditekan,
akibatnya konsumen menjadi pasif. Salah satu faktor inilah
yang sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjadikan
konsumen sebagai pbyek aktivitas bisnis.

- Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Dengan adanya hak ini, konsumen mendapat perlindungan
hukum vang efektif mengamankan implementasi ketentuan
perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial. Pada
hak ini dijabarkan lagi dalam Pasal 30 jo 34 jo 45 — 49 (ayat 1)
jo 56 jo Pasal 60 — 63 UUPK.

- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
Konsumen harus mendapatkan pembinaan dan pendidikan
hukum sehingga konsumen mampu memberdayakan diri, hal

ini juga diisyaratkan dalam Pasal 29 jo 30 UUPK
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7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur

serta tidak diskriminatif.
Penjelasan pasal ini menyébutkan hak untuk diperlakukan atau
dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
berdasarkan suku, agama, budaya, daerah pendidikan, kaya,
miskin, dan status sosial lainnya. Pelaku usaha dilarang
membeda-bedakan konsumen delam membherikan pelayanan.
Pelaku usaha dilarang membeda - bedakan mutu pelayanan
kepada konsumen, karena alasan sukw, agama, budaya,
, daerah, pendidikan, kaya-miskin, dan status sosial la'nnya.
Disparitas ( adanya perbedaan perlakuan terhadap peristiwa
yang sama ] oleh pelaku usaha kepada konsumen tidak dapat
dibenarkan. Dalam hal mekanisme pengaduan, misalnya,
ditindaklanjuti tidaknya pengaduan tidak boleh tergantung
kepada figur pengadu, situasi mengadu dan kepad. siapa
mengajukan pengaduan.

8. Hak untuk mendapatkan koiapensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak
sesual dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
Penyebab dari kerugian akibat mengkonsumsi suatu produk
harus memastikan, bahwa konsumen memperoleh ganti rugi
terhadap kerugian yang diderita/gangguan kesehatannya.
Menurut UUPK untuk barang tenggang waktu penuntutan
sampai 4 tahun sejak barang tersebut dibeli ( pasal 27 huruf e
UUPK ).

Sehingga lahirnya UU No. 8 Tahun 1999 ini benar — benar
memiliki makna khususnya bagi konsumen di satu pihak dan bagi
pelaku nsaha dipihak lain, karena dengan adanya UU ini
keseimbangan ( balance ) hak dan kewajiban konsumen dan

pelaku usaha berjalan sesuai aturannya.
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Tegasnya, eksistensi UU No. 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen ini merupakan landasan hukum vang
kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat untuk melakukan upaya permberdayaan
konsumen. Lahirnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen ini tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para
pelaku usaha, namun dengan adanya perlindungan konsumen ini
dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan bertanggung jawab
serta terlindunginya hak - hak konsumen, Kepentingan -
kepentingan konsumen, secara integratif dan komprehensif.
Dengan demikian, lahirnya undang - undang ini diharapkan dapat
menempatkan posisi konsumen, yang selama ini hanya menjadi
obyek aktivitas bisnis, diganti menjadi ke posisi subyek dalam
perkonomian Indonesia,
| Namun disisi yang lain, banyak dari para pelaku usaha
merasa tertekan, terintimidasi atas lahirnya UUPK ini, mereka
mengganggap ketentuan - ketentuan, aturan — aturan yang ada
dalam UUPK amatlah sangat membatasi ruang gerak mereka,
misalnya dalam pelabelan produk yang harus menggunakan
bahasa Indonesia secara jelas disamping bahasa lain. Hal ini akan
menambah ongkos ( Cost ) dalam bidang pelabelan dan pelaku
usaha mengganggap hal ini sebagai hal yaag kurang efisiea. Juga
dalam hal menghadapi pembuktian terbalik dalam UU No. 8
Tahun 1999 ( Bab VI Pasal 19 Ayai 5 ), hal ini sesuai teori ekonomi
dengan pengorbanan yang sekecil — kecinya untuk mendapatkan
hasil yang sebanyak — banyaknya..

Penulis dalam hal ini sependapat dengan pendapat
sekretaris Yayasan Konsumen Surabaya hahwa konsumen
Indonesia haruslah dapat diberdayakan agar eksistensi UUPK ini
dapat benar - henar sebagai alat untuk tegaknya hak - hak
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konsumen, sehingga terciptalah suatu perekonomian yang sehat

yvang pada akhirnya amanat dari TAP MPR No. IV/MPR/1999

Tentang GBHN 1999 - 2000, pada Bab IV Arah dan Kebijaksanaan

Hukum Kkhususnya pada angka 7 dan 9 dapat terakomodasi

secara baik.

3.2 Kesiapan Aparat Penegak Hukum Sebagai Instrumen
Penegakkan Hak - Hak Konsumen Menurut Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

- Konsumen

' Seperti  diketahui bahwa dalam melakukan suatu
hubungan hukum, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu
perselisihan atau yang dalam UUPK disebut sebagai sengketa
konsumen. Keluhan konsumen terhadap suatu produk barang dan
atau jasa tidak dapat diselesaikan secara damai oleh kedua belah
plhak maka hal ini akan sangatlah potensial menjadi sengketa
konsumen Secara sederhana, yang dimaksud dengan sengketa
konsumen adalah sengketa atau perselisihan vang terjadi antara
konsumen ( sebagai pihak yang dirugikan ) dengan pelaku usaha (
sebagai pihak yang memproduksi atau menyediakan barang atau
jasa yang dikonsumsi konsumen ).

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha

terdapat tiga fase yaitu :

a. Fase pra-transaksi, pada fase ini konsumen mengumpulkan
informasi terhadap produk yang akan dikonsumsinya. Sumber
informasi tersebut dapat berasal dari iklan, brosur, leaflet, label
dll. Iklan, brosur, leaflet merupakan media pelaku usaha untuk
mengkomunikasikan produk - produk barang dan atau jasa

yang dibuat dan atau dipasarkan oleh para pelaku usaha

kepada konsumen. Sengketa dalam fase ini dapat terjadi

apabila calon konsumen meragukan kebenaran atac¢ klaim
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iklannya. Atau dengan kata lain pelaku usaha ﬁdak
memberikan informasi yang jujur, benar dan dapat
. dipertanggungjawabkan ( menyesatkan ).

. Fase transaksi, dalam fase ini, konsumen setelah cukup
mendapat informasi yang dibutuhkan, maka dilanjutkan untuk
memutuskan membeli atau mengkonsumsi terhadap produk
barang dan atau jasa tersebut. Suatu perbuatan transaksi
- tidak akan terjadi begitu saja tampa didahului dengan
pengetahuan konsumen mengenai hal ikhwal dari suatu
produk barang dan atau jasa yang akan dibelinya tersebut
dengan melalui berbagai media informasi. Sengketa konsumen
pada fase ini bisa saja terjadi apabila apa yang telah
diinformasikan pelaku usaha menyesatkan ( misleading
information ) atau tidak benar. |

. Fase paska transaksi, pada fase ini kemungkinan timbulnya
sengketa adalah sangat besar. Setelah konsumen mendapatkan
informasi kemudian melakukan transaksi, sementara informasi
yang telah disampaikan adalah menyesatkan ( misleading
information ) atau tidak benar dan konsumen telah terlanjur
melakukan transaksi atau bahkan terlanjur menandatanggani
kontrak. Pada fase ini dapat dikatakan sebagai ajang konsumen
untuk menguji bagaimana after sales service (pelayanan purna
jual) para pelaku usaha atas kebenaran apa yang diklaim
dalam ikian atau pada produknya, janji-janji atau pernyataan
tentang berbagai kegunaan, kemampuan, keunggulan atau
kelebihan produk. Selain itu apakah semua yang sudah
dijanjikan dalam kontrak perjanjian terealisasi. Apabila apa
vang telah diperjanjikan tidak dapat terealisasi, maka
memungkinkan untuk timbulnya sengketa konsumen. Dimana

konsumen merasa dirugikan karena tidak dapat menikmati,
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menggunakan atau mgmanfaatkan.  bargng atau jasa
sebagaim"aﬁ yang seharusnya. Untuk itu setiap konsumen yang
dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha.
Kerugian yang diderita konsumen yang dimaksud adalah
kerugian ekonomi ( materiil ) maupun kervgian sosial,
keselamatan tubuh dan keamanan jiwa konsumen ( jmateriil ).

Selama ini, satu-satunya lerabaga yang disediakan untuk
menyelesaikan sengketa adalah melalui gugatan di pengadilan.
Namun, keberadaan lembaga peradilan tidak akomodatif c;.alam
menampung sengketa konsumen, karena mahal, lama dan terlalu
birokratis.

Dalam UUPK membukea dan memberikan kesempatan
kepada setiap konsumen yang dirugikan untuk mengajukan
gugatan kepada pelaku usaha baik secara litigasi dan Non Litigasi
( Pasal 45 "JUPK ). Ada dua upaya penyelesaian sengketa
konsumen yaitu :

1. Secara Non Litigasi ( pasal 45 UUPK)

Hal ini berarti UUPK mengisyaratkan adanya aparat

penegak hukum sebagai instrumen penegakkan hak - hak

konsumen, yang dimaksud dengan aparat penegak hukum dalam
UUPK adalah : '

a. Pejabat polisi negara RI, Jaksa (penuntut nmum) dan Hakim,

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi
pemerintah yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya
dibidang perlingungan konsumen,

c. BPSK ( Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ).

Ketentuan yang digunakan adalah apabila konsumen memilih
upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku
usaha d.ngan menggunakan upaya non litigasi ( Pasal 47

ﬁ Wi% | MILIK PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS JEMBER
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UUPK )/ dilvar pengadilan, maka BPSK sebagai aparat
penegak hukumnya. Dimana BPSK ini memiliki tugas dan

wewelang, yaitu ;

. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsu-

men, dengan cara mediasi atau arbitrasi atau konsilliasi
Memberikan konsultasi perlindungan konsumen

Melakukan pengawasan terhadap pencamtuman klausula haku
Melaporkan kepada penyidik umum apabila.‘ terjadi pelanggaran
ketentuan dalam undang - uhdang ini

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari

konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap

perlindungan konsumen

. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan

konsumen

.+ Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan

pelanggagaran terhadap perlindungan konsumen

Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap
orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU ini
Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,

saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud
dalam angka 7 dan 8

10. Mendapatkan, meneliti dan/ atau menilai surat, dokumen, atau

11,

- Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha

alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan

Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian

di pihak konsumen

yang
melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen

- Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelak.u usaha yang

melanggar UU ini ( pasal 52 UUPK )
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Adanya BPSK ini yang oleh negara lain disebut sebagai
pengadilan khusus konsumen (small claim court) yang diharapkan
dapat menjawab tuntutan dari asas beracara diperadilan
sederhana, ccpat dan murah, Pengadilan small claim court ini
telah berkembang dibeberapa negara, seperti : Malaysia, Inggris,
Amerika Serikat, Hongkong, New Zealand, Norwaygia dan Swedia.
( Arimbi Heroepoetri, 1999 : 14)

Yeug dimaksudkan kecil pada peradilan lzonsumen kecil
(small claim court) dalam penyelesaian sengketa ini adalah jumlah
nilai pembelian dari konsumen. Besar kecilnya nilai gugatan
dalam smnail claim court antara satu negara dengan negé.ra 1ain
saﬁgat bervariasi. Besarnya nilai gugatan ini merupakan suatu
persyaratan dimana gugatan konsumen dapat diajukan dan
diselesaikan melalui pengadilan small claim court.

Beberapa ketentuan yang berlaku dalam pengadilan konsumen
kecil (small claim court) adalah :
a. Memeriksa dan mengadili perkara yang nilainye kecil (materi)
b. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dengan acara
sederhana. Hukum acara yang biasanva berlaku di peradilan
umum ditunda penerapannya
¢. Lebih bersifat amicable ( Penyelesaian secara damai )
d. Kehadiran penuh pihak ketiga ( péngacm‘a ) sebagai wakil
dari masing — masing pihak tidak diperkenankan
e. Putusan hukum tidak dapat dibanding, kecuali bertentangan
dengan hukum yang berlaku.

Dalam pengadilan konsumen kecil ini, hakin dituntut
untuk lebih proaktif. Sementara batasan waktu vang diberikan
untuk memutus perkara adalah sangat terbatas dan singkat.
Untuk itulah maka kehadiran pihak ketiga seperti pengacara
dalam hal ini tidak diperbolehkan.
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( Arimbi Heroepoetri, 1999 : 14 )

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK adalah untuk
mendapatkan kesepakatan mengenai benfuk dan besarnya ganti
rugi dan/atau jaminan dari pthak tergugat { pelaku usaha ) untuk
tidak terjadi lagi kesalahan yang sama atau “idak akan ada
kerugian yang diderita konsumen ( Pasal 47 UUPK).

Dalam pasal 55 UUPK, BPSK wajib mengeluarkan putusan
paling lambat 21 { dua puluh satu ) hari kcrj‘a scetelah gugatan
diterima. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat artinya
putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya banding atau
kasasi. Putusan BPSK harus dilaksanakan dalam waktu 7 ( tujuh )
hari kerja sejek diterima pelaku usaha.

Kedepan, BPSK akan dibentuk. disetiap Dati II. BPSK
beranggotakan sedikitnya 3 (tiga) orang dan maksimal -5 (lima)
orang yang unsurnya terdiri dari pemerintah, konsumen da.ﬁ
pelaku usaha. Informasi terakhir vang diperoleh penulis hahwa
pemerintaly - akan  membentuk  atau  sedang memproses
pembentukan 10 ( sepuluh ) badan penyelesaian sengketa
konsumen di 10 ( sepuluh ) kota besar ( TK I ) untuk sementara
pada 10 ( sepuluh ) propinsi di Jawa dan luar Jawa saja. (
Wawancara dengan Sekum Yayasan Konsumen Surabaya tanggal
16 Mei 2000)

Terlepas dari akan atau sudah dibentuknya lembaga
penyelesaian atau badan pengelesaian sengketa konsumen (BPSK)
menurut hemat penulis seharusnya sebelum suatu produk hukum
vang salah satunya adalah UU itu ada seharusnya pemerintah dan
instansi yang terkait idealnya mengimbanginya dengan instrumen
penegakkan atas ketentuan - ketentuan yang telah digariskan
dalam UU tersebut, dalam arti bahwa begitu UU itu keluar maka

aparat penegak hukumnya pun siap. Menurut pendapat Bp. M.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember
24

Said selaku Sekretaris Yayasan Konsumen Surabaya, selama ini
bila terjadi sengketa konsumen, baik sebelum atau sesudah
lahirnya UUPK ini selalu dapat diselesaikan dengan cara mediasi,
dengan konsckwensi bahwa pelaku usaha mengganti apa yang
telah diderita konsumen, dan sepanjang itu konsumen dan pelaku
usaha merasa dedl (setuju) dan puas. ( wawancara dengan Bpk M.
Said, Sekum Yayasan Konsumen Surabaya tanggal 16 Mei 2000 ).
Padahal dikaji lebih dalam lagi, konsumen berhek mengajukan
klaim, tuntutan pada pelaku usaha, dan konsumen dapat
mendapatkan lebih dari sekedar ganti rugi, tapi lebih dari itu
mendidik pelaku usaha, ( disini solidaritas antara konsumen
kurang, padahal bisa saja pelaku usaha itu mengulangi perbuatan
pada konsumen lain ) memberikan pelajaran pelaku usaha untuk
tidak cuma datang dan masdah selesai tetapi lebih menghargai
konsumen, menempatkan kedudukan konsumen sebagai juminan
pasar bukan target Pasar.

2, Litigasi ( menggunakan jalur hukum )

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila
upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi dinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang
bersangkutan ( Pasal 54 Ayat 4 UUPK ), Penggunaeai1 upaya litigasi
dalam UUPK mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam
KUHAP, termasuk juga aparat yang dalam UUPK diamanatkan
sebagai penyidik dalam penggunaan upaya litigasi. Pengertian
penyidik menufut UU hukum acara pidana adalah pejabat polisi
negara Rl, pejabat pegawai negeri sipil ( PPNS ) tertentu. yang
diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan.
Sementara penyidikan adalah 7 serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU hukum acara

pidana guna mencari serta mengumpulkan bukti, yvang dengan
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bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan
guna menemukan tersa_ngkmlya.” |
Pasal 59 Ayat 1 UUPK, menyatakan bahwa selain pejabat
polisi negara RI, PPNS tertentu dilingkungan instansi pemerintah
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU hukum acara pidana (

KUHAP ) yang berlaku. Jadi yang berwenang melakukan

p:enyidikan dalam tindak pidana dibidang konsumen adalah :

* Pejabat polisi negara Republik Indonesia (POLRI) -

% Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu rli]jngkﬁngan
instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggﬁng
Jawabhnya dibidang perlindungan konsumen.

Hubungan antara penyidik POLRI dengan PPNS diatur dalam

KU, yaitu :

. PPNS tertentu dalam pelaksanaan tugasnva berada di bawah
koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 Ayat 2
KUHAP),

2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk
kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan peﬁyidikan

yang diperlukan ( Pasal 10 ayat 1 KUHAP),

0o

PPNS tertentu, melaporkan adanya tindak pidana vang sedang

disidik kepada penyidik POLRI ( Pasak 107 ayat 2 KUHAP),

4. PPNS tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai
kepada penuntut umum melalui POLRI ( Pasal 107 ayat 3
KUHAF ),

5. Dalam hal PPNS tertentu menghentikan penyidikan, segera

memberitahukan kepada penyidik POLRI dan Penuntut Umum (
Pasal 109 ayat 3 KUHP).
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Tugas dan Wewenang Penyidik
Dalam Pasal 59 ayat 2 UUPK menerangkan wewenang

PPNS di bidang perlindungan konsumen sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan keterangan
berkenaan dengan tindak pidana perlindungan konsumer.,

2. Melakukan pemerikse;lan terhadap orang atau badan hukum
yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan
konsumen,

3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan

~ hukum segubungan dengan peristiwa tindak p-dana di bidang -
perlindungan konsumen,

4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana d' bidang
perlindungan konsumen,

5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan tcerhadap
barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam
perkara tindak pidana di hidarg perlindungan konsumen,

6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Sementara Pasal 59 ayat 3 UUPK memberikan dasar
hubungan antara PPNS di bidang perlindumen konsumen dengan
penyidik POLRI, yaitu “PPNS memberitahukan dimulainya
penyidikan dan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara

RL" Jadi wewenang vang dimiliki oleh penyidik POLRI sebatas

menerima laporan akan adanya penyidikan, menerima hasil

penyidikan yang dilakukan PPNS, serta menerima laporan jika
terjadi penghentian penyidikan olelh PPNS, Sehingga Pasal 59 ayat

3 ini sebenarnya memberi ruang gerak vang luas dan mandiri

baga PPN3 uniuk melakukan penyidikan,
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Namun demikian, bukan berarti penyidik POLRI tidak
berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
di bidang perlindungan konsumen, melainkan mereka dapat
menerima pengaduan langsung dari masyarakat dari masyarakat,
maupun secara pro-aktif melakukan penyidikan bila menduga
atau mengetahui telah terjadi pelanggaran tindak pidana
konsumen. _

Akhirnya, hasil penyidikan yang dihimpun dalam sebuéih
berkas perkara oleh penyidik, disampaikan kepada penuntut
umum untuk diteliti. Bila telah memenuhi unsur — unsur tindak
pidana, dapat dilakukan penu"ntutan di pengadilan negeri di mana
tindak pidana di bidang perlindungan konsumen itu terjadi,
contoh konrkretnya dalam kasus extraderm walaupun munculnya
kasus ini belum ada UUPK tapi dapat digunakan sebagai acuan
sampai sejauh mana kesiapan aparat penegak hukum ( fakta
kasus kedua ) dimana extraderm ini yang merupakan kosmetika
u.ntuk pemutih wajah telah dinyatakan tidak boleh beredar di
wilayah Jawa Timur, temasuk juga Jember oleh Depkes
berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BPOM, dalam hal ini
yang disebut sebagai aparat penegak hukum adalah Departemen
Kesehatan yang diamanatkan sebagai penyidik dalam UUPK,
disebut sebagai PPNS tertentu, hal ini secara tersurat dan tersirat
ada dalam pasal 59 ayat 3 UUPK.

Selama ini ( sebelum adanya UUPK ) sebenarnya
Departemen Kesehatan Rl khususnya Depkes Kabupaten Jember (
kaitannya dengan contoh kasus extraderm ) telah mengantis‘pasi
adanya upaya pelanggaran tindak pidana konsur;'len . Sebagai
bentuk kesiapaannya, dalam hal ini Depkes Jember telah
membentuk TKP2M yaitu Tim Koordinasi Pengawasan Dan

Pembinaan Makanan yang beranggotakan dari unsur kepolisian,
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kejaksa®, PPNS tertentu ( Deperindag, Depkes,) LSM  yang
melakukan pemeriksaan dua kali dalam setahun, umumnya pada
saat merjelang hari raya, natal dan tahun baru, disampiﬁg
agenda kegiatan lainnya yaitu dengan mendatangi dan
memberikan informasi secara lisan dan tulisan secara bertahap,
berkesinambungan kepada para kader PKK, para pemilik rumah
kecantikan ( salon ). ( wawancara dengan staff Depkes Jember
bidang pengawasan obat dan makanan, 8 Juni 2000 )

Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, apabila kasus extraderm ini muncul lagi, dalam arti
bahwa kemungkinan produk kosmetik asal Philipina ini berganti
nama tapi produk ini tetap dengan menggunakan komposisi vang
merugikan konsumen, ( mengesampingkan hak-hak konsumen )
maka konsumen yang merasa dirugikan itu dapat mengajﬁkan
gugatannya kepada pelaku usaha dengan bantuan BPSK, maka
BPSK akan memanggil kedua belah pihak ( pelaku usaha dan
konsumen ) untuk memberikan penjelasan atas peristiwa yang
terjadi . Apabila BPSK merasa ada kerugian di pihak konsumén
maka pelaku usaha harus mengganti ksrugian yang diderita
konsumen sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan apabila
terjadi sebaliknya maka pelaku usaha harus mendapatkan
rehabilitasi atas produk, nama baik perusahaannya sesuai
kesepakatan kedua belah pihak, proses ini dinyatakan selesai bila
kedua belah pihak merasa puas dan akan menjalankan apa yang
sudah disepakati bersama.

Namun apabila salah satu dan atau kedua belah pihak
tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat ( wan prestasi
) maka (dalam hal ini pelaku usaha umumnya yang sering
melakukan wan prestasi ) konsumen dépat melaporkannya

kepada BPSK yang kemudian melaporkannyse kepada penyidik
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Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian dibantu oleh Polri;BPSK
dalam hal ini sebagai PPNS melakukan penyidikan sesuai tata
cara yang diatur dalam KUHAP, tentunya dengan memperhatikan
ketentuan tentang penyidikan dalam UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 59 éyat 2
dimana PPNS dioptimalkan perannya yaitu diberi ruang gerak
yang bebas dan mandiri dalam upaya perlindungan konsumen.
Selanjutnya sesuai KUHAP pengadilanlah yang membuktikannya,
jadi konsumen menjalani dan menunggu proses persidangan
selanjutnya.

Munculnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen khususnya pada Pasal 59 ayat 3 secara tidak langsung
telah memberikan ruang gerak yang luas dan mandiri bagi PPNS
untuk lebih siap dalam arti bahwa keberadaan PPNS lebih optimal
dalam upaya melindungi konsumen walaupun sebenarnya
lahirnya UUPK ini belum sepenuhnya diketahui, dipahami dan
disosialisasikan kepada seluruh aparat penegak hukum di
wilayah Republik Indonesia mengingat UUPK baru diberlakukan (
20 April 2000 ) sekitar dua bulan yang lalu, sejak penulis
melakukan penelitian. ( kesimpulan dari wawancara dengan staff
Depkes Jember, 8 Juni 2000 )

Jadi apabila seluruh rakyat Indonesia khususnya
konsumen, yayasan lembaga konsumen mengharapkan UUPK ini
tidak sebagai macan kertas maka perlu pula UUPK ini
disosialisasikan utamanya di pahami dan di laksanakan selain
oleh pengusaha juga oleh aparat penegak hukum yang kadang
berposisi sama dengan konsumen yaitu masing — masing perlu
memberdayakan diri seoptimal mungkin, agar UUPK ini bukan

sebagail macan kertas saja keberadaannya.
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Tentang, UU Perlindungan Konsumen

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA ' KONSUMEN

DAT! Il: Pasal 49 (1)

PEMERINTAH/PELAKU USAHA/KONSUMEN

L

_ 3.5 PER UNSUR NON-MASA KERJA

| S

——ed

TUGAS DAN
WEWENANG

52

Pasal

r

—
.

"

-

. Konsultasi P.K

‘Memanggil pihak, saksi, dan seba-

Penyelesaian: arbitrasi,

konsiliasi

mediasi,

Pengawasan klausula baku
Melapor penyidik

Menerima pengaduan
Penelitian dan pemeriksaan.

qainya .

teneliti surat, dokumen alat bukti
Memutus dan menstapkan adanya
kerugian

Memberitahu putusan

Menjatuhkan hukurnan maaa_m:m:u

.

BENTUK
KEPUTUSAN

21 hari; Pasal 55

Final dan mengikat

N et

Sanksi Administratil

14 hari; keberalan |

Pasal 56 (2)

Pelanggaran atas Pasal 19 (2)

|

Y

Eksekusi PN di
tempat konsumen

j‘
N

Pasal 57 lnl

Pasal 20, 25
r Maksimum 200 Juta

h

Pengadilan Negeri

Putusan 21 hari, Pasal 58 (2)
il !

_ - Mahkaman Agung
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Menurut Antony Allot, kendala — kendala yang berkaitan
dengan masalah bekerjanya 'peraturan perundang - undangan,
termasuk juga dalam hal tentang hukum perlindungan konsumen,
disébabkan karena adanya kendala - kendala berupa kelemahan
didalam sistem berlakunya peraturan hukum atau kebijaksanan
hukum. Kelemahan - kelemahan itu raeliputi :

1. Hukumnya (isinya) tidak sampai kepada masyarakat yang
dikenai aturan hukum tersebut,

2. Karakter peraturan hukum bertentangan dengan karakter
‘norma yang dijjunjung tinggi didalam kultur masyarakat yang
dikenai peraturan hukum tersebut

3. Pelaksana peraturan hukum tak dapat bekerja sebagaimana
mestinya ( karena kondisi dan situasi masyarakat yang dikenai
peraturan hukum tesebut) |

4. Pelaksana peraturan hukum tak berjalan sebagaimana
mestinya, akibatnya pelanggaran - pelanggaran yang terjadi
tak dapat dicegah ( Wirawar., 1990 : 14 - 15).

Menurut Robert B. Seidmen, upaya - upaya yang dapat
dilakukan untuk mengantisipasi dengan mengambil langkah -
langkah :

1. Normanya ( isinya ) harus disampaikan kepada masyarakat
yang dikenai peraturan hukum atau kebijaksanaan umum
tersebut,

2. Normanya harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, _

3. Harus dicegah adanya pelanggaran hukum atau perilaku yang
menyimpang dari aturan hukum atau kebijaksanaan vang
harus ditetapkan ( Wirawan, 1990 : 15).

Robert B. Seidmen mengemukakan bahwa sistem

bekerjanya hukum itu ditentukan oleh tiga komponen yaitu :
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a. Komponen pembentukan hukum ( pembuat kebijaksanaah )
b. Pelaksanaan hukum ( para pejabat umum/ para administrator )
c. Komponen yang dikenai hukum atau masyarakat yang dikenai
hukum. '

3.3 Kajian

Keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen merupakan suatu dasar atau landasan hukum
kaitannya dengan upaya perlindungan konsumen. Konsumen
memiliki suatu dasar atau landasan hukum bila kepentingan atau
hak - haknya dilanggar oleh pelaku usaha yang selalu berprinsip
profit oriented. UUPK membuat suatu keseimbangan antara hak -
hak dan kewajiban - kewajiban konsumen dan pelaku usaha. (
Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UUPK ) Namun walaupun UUPK
sendiri lebih memihak konsumen namun tidak berarti UUPK
menganakemaskan konsumen, ini dapat dicermati dengan adanya
ketentuan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pelaku
L]S'c‘ﬁ’)ﬂ dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik . Pelaku
usaha juga memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri
sepatutnya di dalam menyelesaikan sengketa dengan konsumen,
hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik bila secara
hukum terbukti bahwa kerugian yang diderita konsumen tidak
diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan, hal ini
tertuang dalam pasal 6 UUPK. Jelas sekali bahwa adanya UUPK
membawa angin segar terutama bagi konsumen dan semua pihak
vang terkait pada umumnya.

Lahirnya UUPK ini selain mendorong iklim berusaha yang
sehat juga membuat konsumen dapat memberdayakan diri.

Pemberdayaan diri khususnya pemberdayaan konsumen sangat
perlu walaupun sudah ada aturan hukum dalam hal ini tentang

perlindungan konsumen tetapi ketiga komponen penentu sistem
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bekerjanya hukum seperti pendapat Robert B. Seidmen itu tidak
dapat memberdayakan diri seoptimal mungkin, tentulah akan sia
— sla saja keberadaan aturan hukum dalam hal ini yang disebut
dengan Undang - Undang Perlindungan Konsumen. ( UU No. 8
Tahun 1999)

Kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami,
melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam UUPK
sangatlah diperlukan, agar UUPK ini benar - benar sebagai dasar,
landasan bagi konsumen aga{r dapat memberdayakan diri dan
melindungi kepentingannya, hak — haknya serta membuat pelaku
uséha‘ lebih bertanggung jawab, yang kemudian pada akhirnya
kita sebagai bangsa Indonesia akan siap di era perdagangan
bebas.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah
dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu
kesimpulan, sebagai berikut :

I} Bahwa eksistensi UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, cukup membawa angin segar, Fhususnya bagi
konsumen sendiri, karena dengan adanya UU Perlindungan
konsumen ini, yang sebelumnya konsumen hanya dije.dikan
obyek aktivitas bisnis kini berubah posisi menjadi’ .subyek
perekonomian atau dengan kata lain konsumen yang dulu
hanya sebagai target pasar / sasaran pasar kini diharapkan
dengan adanya Undang - Undang Perlindungan Konsumen ini,
konsumen berubah posisi menjarh' Jaminan pasar. Demikian
halnya dengan para pelaku usaha, keberadaan UUPK ini tidak
dimaksudkan untuk menganakemaskan konsumen, hal ini
dapat dilihat dari adanya keseimbangan antara hak dan
kewajiban konsumen dengan hak dan kewajiban pelaku usaha
vang telah diatur, diperinci dan dijelaskan dalam penjelasan
dari Undang - Undang Perlindungan tersebut. Jadi jelasnya,
lahirnya UUPK ini dari sisi konsumen merupakan sarana
pemberdayaan bagi diri konsumen sendiri untuk lebih
menyadari bahwa ia memiliki hak - hak vang sclama ini
disadari atau tidak sering tertindih dengan kewajiban -
kewajiban vang dibebankan oleh pelaku  usaha kepada
konsumen. Dari sisi pelaku usaha, piranti hukum yang
melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan

usaha para pelaku usaha, apalagi- adanva UU Perlindungan

34
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Konsumen ini masih dianggap memberi tekanan atau
mengintimidasi pelaku usaha, pendapat semacam ini adalah
tidak benar. Dengan adanya UU ini justru sebaliknya akan
mendorong lahirnya iklim berusaha yang sehat yang kemudian
akan melahirkan perusahaan - perusahaan yang tangguh
dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan
atau jasa vang berkualitas.

Bahwa kesiapan aparat penegak hukum dalam rangka
efektivitas Undang - Undang Perlindungan Konsumen ini
sangatlah diharapkan oleh semua lapisan masyarakat |
terutama konsumen dan pelaku usaha, sangatlah ironis sekali
bila aturan tentang perlindungan konsumen sudah ada nemun
pada kenyataannya instrumen penegakkan hukum yang

merupakan alat pemaksa dari efektivitas hukum itu sendiri

masih terus dalam proses ( belum terbentuk ), atau bahkan

_aparat penegak hukumnya belum sepenuhnya mengetahui,

memahami apa yang disebut dengan UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, sehingga UUPK belum dapat
dioptimalkan pelaksanaanya. Namun terlepas dari semua itu,
terlepas dari sudah ada atau akan dibentuknya Badan
Penvelesaian Sengketa Konsumen { BPSK ), vang paling penting

adalah memberdayakan komponen - komponen bekerianya

hukum dimana :

. Konsumen dan pelaku usaha ( komponen vang dikenai hukum )

Pemerintah ( komponen pembentukan hukum ) dan,

Aparat penegak hukum ( komponen pelaksanaan hukum ).
Masing -~ masing pihak harus maun dan mampu
memberdayakan diri, agar lahirnya UUPK ini bukan sebagai

macan kertas saja keberadaanya.
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4.2 Baran

1)

Walatupun lahirnya UU No. 8 Tahun 1999 ini di era reformasi, di
caman yang scrba ada 'weterbukaan, hendaknya budaya -
budaya negatif zaman orde baru yang selalu memihak pelaku
usaha dengan alasan politik, melestarikan industrialisasi dan
lain sebagainya, tidak menjiwai adanya UUPK ini, terutama
dalam pelaksanaanya hendaknya ada sosialisasi UUPK kepada
masyarakat luas sering dilakukan baik lewat seminar — seminar

vang terbuka untuk umum, lewat media cetak, media

elektronik, penyuluhan - penyuluhan hukum ( dengan
mengoptimalkan  potensi kader - kader PKK ) dan lain
sebagainya

Setidagnya ada tiga hal pokok vang harus dipenuhi agar
lahirnya UU No. 8 Tahun 1999 ini tidak hanya sebagai macan
kertas belaka, yaitu :
Pertama :Dari segi substansi hukum, lahirnya UUPK ini
masih memerlukan beberapa peraturan pelaksana (
PP ), yaitu :
* PP tentang pembinaan dan pengawasan ( Pasal
29 jo 30 UUPK )

* PP tentang badan perlindungan konsumen

nasional { BPKN )
* PP tentang lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat (LPKSM )
* Juga, Kepres tentang BPKN dan Kepmendagri
tentang BPSK
Kedua : Kelembagaan hukum, dalam arti hahwa TUPK
mengamanatkan beberapa institusi baru | BPKN
untuk tingkat nasional dan BPSK untuk T_iaigkat
DATI II diseluruh wilayah Indonesia ), baik dalam pe
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Ketiga :

&t

ngertian secara fisik kelembagaan hukum, juga
dalam pengertian sumber daya manusianya, baik
secara kualitatil maupun kwantitatit agar segera
dibentuk,

Budaya hukum { Legal Culture ), adanya mate=i hu-
kam yang baik, tampa diimbangi adanya budaya
hukum dari pelaku usaha vang terlibat dalam UU
Perlindungan Konsumen, akan membuat kehadiran
undang - undang tersebut akan sia - sia terhedap
upaya perlindungan konsumen. Karena itu, adanya
kesadaran internal dari pelaku usaha, Aparat
pemerintah, aparat penegak hukum  serta
konsumen untuk berperilaku  secara etis, akan
membantu menciptakan budaya hukum yang baik
dalam mengimplentasikan UlU No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen,
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KATA PENGANTAR

Adanya globalisasi dan perdagangan bebas telah
memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa
melewati batas wilayah suatu negara. Dengan demikian,
barang atau jasa yang ditawarkan, baik produksi dalam negeri
maupun produksi luar negeri semakin bervariasi.

Fenomena ini di satu pihak bermanfaat bagi konsumen
karena semakin terbukanya kebebasan untuk memilih ancka
jenis dan kualitas barang atau jasa. Akan tetapi, di sisi lain
kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak
seimbang. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk
meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tidak jarang pelaku
usaha melakukan promosi, penjualan, atau penerapan
perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan hukum
menambah lemahnya posisi konsumen. Untuk itu, pemerintah
mengesahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Pemberlakuan undang-undang ini
diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan
lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan
melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku
usaha lebih bertanggung jawab.

Penerbit
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujud-
kan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;

bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era
globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia
usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang
dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak
dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/
atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa
mengakibatkan kerugian konsumen;

bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat
dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian
atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa
yang diperolehnya di pasar;

bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat kon-
sumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan,

1
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kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumeh
untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan
sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;

e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan
konsumen di Indonesia belum memadai;

. bahwa berdasarkan pertimbangan térsebut di atas
diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan
untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan
kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta
perekonomian yang sehat;

g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang
Perlindungan Konsumen.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal

33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. 'Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
- perlindungan kepada konsumen.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/
atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang
dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan,
atau dimarfaatkan oleh konsumen.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan
atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk
dimanfaatkan oleh konsumen.

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan
informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik
minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa
yang akan dan sedang diperdagangkan.

Impor Barang adalah kegiatan memasukkan barang ke
dalam daerah pabean. '

Impor Jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk
digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui
oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani
perlindungan konsumen.

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan
dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan dite-
tapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh
konsumen.

. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan
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yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa
antara pelaku usaha dan konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan
yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan
perlindungan konsumen,

. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen,
serta kepastian hukum.

Pasal 3
Perlindungan konsumen bertujuan:

meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan keman-
dirian konsumen untuk melindungi diri;

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan
cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian
barang dan/atau jasa;

meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai
konsumen;

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh
sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang
menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/
atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4
Hak konsumen adalah:

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa:

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas
barang dan/atau jasa yang digunakan;

hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
secara patut;

hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
konsumen;

hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif;

hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/
atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa,
demi keamanan dan keselamatan;
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beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
barang dan/atau, jasa; , .
membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

mengikuti upaya penyellésaian._hukum sengketa

perlindungan konsumen secara patul.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;

hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beriktikad tidak baik;

hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di
dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti
secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak
diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diper-
dagangkan;

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Pasal 7
Kewajiban pelaku usaha adalah:
beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan;
memperlakukan atau melayam konsumen secara benar
dan jujur serta tidak diskriminatif;
menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar
mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; '
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memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengujr,
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta
memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang
dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian
atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagang-
kan;

memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian
apabila barang dan/atau jasa yang dilerima atau
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mem-
perdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar
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